BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang
baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak
pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
misalnya salah satu contoh seperti kekerasan massal (Pasal 170 KHUP). Tindak
pidan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan
cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing
tergantung pada kasus yang timbul. Jadi sifatnya kasuistis. Perbuatan tersebut
dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak
sampai dewasa.

Pembahasan ini merujuk kepada rangsangan  atau pengaruh
agresifitas yang sangat tinggi oleh kalangan mahasiswa maupun sekelompok
oknum yang sangat kuat dan menyebabkan timbul sikap negatif. Faktor-faktor
yang memicu perilaku tindak pidana oleh sekelompok oknum mahasiswa di kota
Makassar vaitu ;'

1. Saling mengejek/perselisihan kata antar etnik.

2. Kecemburuan sosial yang meliputi gaya hidup setiap individu.

3. Kurangnya moral yang tidak terdidik pada saat mereka ingin menjadi

scorang mahasiswa.
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4. Kurangnya sarana pendidikan yang tidak terpenuhi pada setiap
kampus.

5. Adanya doktrin (senioritas) yang selalu memicu tindak anarkisme.

6. Masalah popularitas di mata kaum hawa di setiap jurusan atau fakultas.

7. Rusaknya tingkat pengetahuan yang disebabkan oleh era globalisasi
yang semakin berkemba;lg pesat.

Dari beberapa poin diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang

terjadi dikalangan mahasiswa, jika dikaitkan pendapat Erwandi salah satu penulis

buku kalangan remaja menyatakan bahwa Tawuran atau perkelahian antar pelajar

{mahasiswa) yang banyak dilihat bisa saja merupakan fenomena laten, yang suatu

saat bisa muncul kapan saja, dimana maupun secara tiba-tiba dan hal itu tidak bisa

diketahui secara pasti.'®

Berdasarkan hasil penelitian, Adapun penyebab terjadinya permasalah

kasus tawuran di universitas-universita kota Makasaar menurut hasil penelitian

yang penulis teliti dari beberapa universitas yang sering timbul kasus tawuran dan

marak dibincangkan oleh masyarakat dan media seperti berikut ini :

Tabel 3

(Penyebab Terjadinya Kekerasan Massal)mg

Kampus yang
sering terlibat Penyebab Permasalahan yang sering terjadi
Tawuran
UMI Demo merupakan salah satu aksi mahasiswa UMI diluar

1% Erwandi, 2001, “Kenakalan Remaja”, Sheila, Bandung, him. 2.
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kampus ini yang dapat mengakibatkan oknum polisi merasa
resah.

Penyebab tawuran yang sering terjadi di universitas ini
UNHAS adalah masalah sukw/etnik, karna kampus ini merupakan

perbatasan antara suku bugis dan makassar.

Perempuan dan dendam lama adalah salah satu penyebab

UNM mengapa mahasiswa sering tawuran antar mahasiswa di
kampus ini.
Lahan Parkir dan Perbedaan suku merupakan awal
UNISMUH terjadinya perdebatan antar mahasiswa, karena kampus ini

merupakan daerah perbatasan antara kota makassar dan

| kabupaten gowa.

Catatan - UMI : Universitas Muslim indonesia, UNHAS : Universitas Hasanuddin,
UNM : Universitas Negeri Makassar, UNISMUH : Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Data diatas menunjukan bahwa permasalahan terbesar yang presentase nya
aling tinggi adalah masalah perbedaan suku atau etnik yang berbeda-beda.
F( enurut responden pada penelitian ini adalah masih ada permasalah sepele/kecil
yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan  antar mahasiswa yang
berakibat tawuran yaitu masalah lahan parkir, masalah saling ejek, dendam lama
dan banyak preman yang keluar masuk kampus.
Al Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap
Pelaku Kekerasan Massal (Tawuran).
Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal

yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun



Sesuai dengan asas tiada pidana tanpa alasan (geen straaf zonder schuld),
pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di
siding pengadilan, yaitu Kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam
dakwaan penuntut umum. Terdakwa bukan begitu saja dapat dijatuhi pidana,
tetapi harus didukung dengan alat bukti yang sah, begitupula pengadilan yang
menjatubkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang
didakwakan kepadanya.

Seorang hakim mempunyai kebebasan atau kemandirian dalalil
menjatuhkan putusan. Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan
kehakiman bersifat universal yaitu dalam melaksanakan peradilan, hakim pada
dasarnya bebas dalam memeriksa memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dai
campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Kebabasan hakim
bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewah dari para hakim untuk
berbuat sebebas-bebasnya, akan tetapi dimaksudkan agar hakim dapat
menjatuhkan putusan sesuai hati nuraninya. Kebebasan hakim bukan berarti
bahwa hakim dapat berbuat sesuka hatinya, namun hakim harus mempertanggung
jawabkan keputusan seperti ketentuan UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman, dimana hakim harus berdasarkan alasan-alasan dan
pertimbangan-pertimbangan.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana wajib
dipertimbangkan oleh hakim dalam mengambil putusan yang berdasarkan pada

naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana Tahun 2004 yang
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1. Kesalahan pelaku tindak pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tmdak pidana.

3. Cara melakukan tindak pidané.

4. Sikap batin pembuat tindak pidana.

5. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana.

7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

11. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Makmur, SH.,, MH dan J.J.H
Simanjuntak, SH selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 28
Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa, hakim
menjatuhkan  putusan perkara pidana terhadap pelaku  kekerasan
massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakuan oleh sejumlah mahasiswa
yang bersangkutan, maka hakim melihat faktor apa saja yang dapat meringankan
atau memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu antara lain :''°
Pertimbangan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana.
2. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya.

3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

(LTS T : . T I - e AT 3 T e A e AT e A tem e Ao e T3 0L



Terdakwa berikap sopan.
Terdakwa belum pernah dihukum.
Terwakwa masih punya tanggungan terhadap anak dan istri atau orang

fua.

timbangan yang memberatkan :

1.

2.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa dapat merusak fasilitas umum.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban luka-luka atau
meninggal dunia.

Perbuatan terdakwa tidak mau menghkui atau mengelak perbuatan yang
didakwakan kepadanya.

Terdakwa melarikan diri.

Melihat lebih jelas pertimbangan-pertimbangan yang biasa digunakan oleh

m di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat dalam bentuk putusan

wah ini ;'

1) Contoh Kasus 1

PUTUS A N No. 321 /Pid.B/2013/PN.Mks.

iIMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

yadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
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Tempat Lahir : Ujung Pandang

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun /.20 Nopember 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan  : Indonesia
Tempat Tinggal : JI. Tanjung Raya III No. 61, Kelurahan Sambung Jawa,

Kecamatan Mamajang, Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan -

Pendidikan : Mahasiswa UNM
Terdakwa ditahan oleh :

Penyidik

« Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Oktober 2012 sampai dengan
tanggal 08 Januari 2013; |

Penuntut Umum

» Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal
24 Pebruari 2013;

Hakim Pengadilan Negeri Makasar

* Dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Pebruari 2013 sampai dengan
tanggal 26 Maret 2013;

» Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar dalam tahanan Rutan
sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 25 Mei 2013;

Terdakwa di persidangan didampingi Team Penasihat Hukum, yang terdiri dari:
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khusus tanggal 7 Maret 2013;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara tersebut;

Mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar;

Mendengar tanggapan Team Penasihat Hukum Terdakwa, atas dakwaan

Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan keberatan

hukum ;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada Tanggal 25 April 2013,

yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai

berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-
terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam pasal 170 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

2. Menyatakan terdakwa MUH.ARLAN BAHTIAR terbukti bersalah
melakukan tindak pidana “Pembunuhan dan Penganiayaan dengan rencana

terlebih dahulu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
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Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR
dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP, dikurangi lamanya
masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah

agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1 ( satu ) sebilah badik bergagang kayu diikat cincin kuningan
dengan panjang sekitar + 28 (dua puluh delapan) sentimeter;

1 ( satu ) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;

1 ( satu ) lembar baju kemeja kotak-kotak merk Gabrielle size XL, dan;

1 ('satu ) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan pula agar terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR membayar
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang

pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa Muh. Arlan Bahtiar tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP dan
dakwaan kedua primair Pasal 353 ayat 1 KUHP;

Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan dan serta menghukum
terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu lebih subsidair Pasal 351 ayat 3
dan dakwaan kedua Pasal 351 ayat 1;

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara yang seringan-ringannya;
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Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Mendengar Duplik secara lisan dari Team Penasihat Hukum Terdakwa,
yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum,
Terdakwa didakwa sebagai berikut:
Kesatu :
Primair :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada hari Kamis tanggal
11 Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di halaman Rumah Sakit Haji
Makassar, Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makassar atau setidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Makassar,dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas
nyawaorang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai
berikut :

» Bahwa pada awalnya sekitar kurang Iebih 3 (tiga) bulan sebelum kejadian,
sepeda motor milik terdakwa telah dirusak oleh beberapa orang dari
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar (UNM) yang
mengakibatkan sepeda motor terdakwa tidak bias dipergunakan lagi

schingga terdakwa merasa dendam pada Mahasiswa dari Fakultas Teknik
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.14.00 Wita, terjadi perkelahian (tawuran) antara mahasiswa dari Fakultas
. Teknik melawan mahasiswa dari Fakultas Seni dan Desain di Kampus
UNM Parang Tambung Makassar, dimana dalam perkelahian tersebut,
kedua belah pihak masing-masing ada yang menderita luka dan dirawat
di Rumah Sakit yang sama yaitu Rumah Sakit Haji Makassar,
selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, pada hari Kamis tanggal 11
Oktober 2012, masing-masing pihak datang ke Rumah Sakit Haji Makassar
untuk menjenguk temannya yang dirawat di Rumah Sakit tersebut,
sedangkan terdakwa yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Seni
dan Desain UNM Makassar juga berangkat ke Rumah Sakit Haji
Makassar untuk menjenguk temannya, akan tetapi sebelum berangkat
ke Rumah Sakit, terlebih dahulu terdakwa sudah menyiapkan 1 (satu)
bilah badik dengan panjang sekitar kurang lebih 28 (dua puluh
delapan) sentimeter lengkap dengan sarungnya yang terdakwa simpan
di dalam tas ranselnya, setelah itu terdakwa menuju ke Rumah Sakit
Haji Makassar;

Bahwa setelah terdakwa berada di Rumah Sakit Haji Makassar, terjadi
lagi keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik dengan Mahasiswa
Fakultas Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakwa yang melihat
keributan tersebut kemudian mengeluarkan dan mencabut 1 (satu) bilah
badik yang telah disiapkan sebelumnya dari dalam tas ranselnya, setelah

itu terdakwa melihat saksi ASKAR, saksi RUSTAM, HARIYANTO dan
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ASKAR dan menusuk atau menikam bagian tubuh saksi ASKAR
sebanyak 3 (tiga) kali, 1 ( satu) kali di bagian pinggang dan 2 ( dua) kali
dibagian pundak, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi RUSTAM dan
menusuk atau menikam bagian tubuh saksi RUSTAM sebanyak 1 (satiy)
kali tetapi ditangkis oleh saksi RUSTAM dengan tangan kirinya sehingga
tidak mengenai bagian tubuh saksi RUSTAM;

Bahwa sehamsnya terdakwa membatalkan niatnya atau tidak meneruskan
rencananya setelah 'menikam atau menusuk saksi ASKAR dan saksi
RUSTAM, akan tetapi terdakwa tetap melanjutkan niatnya dan
meneruskan  rencananya  sehingga terdakwa  mendatangi lagi
HARTYANTO, kemudian menusuk atau menikam bagian dada sebelah kiri
HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik, dan
niat atau rencana terdakwa tidak hanya sampai disitu, justru terdakwa
kembali mendatangi ANDI RIZKY MUNANDAR, kemudian menusuk
atau menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKY MUNANDAR
sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan badik;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menusuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dan ANDI RIZKY
MUNANDA dengan menggunakan sebilah badik masing-masing sebanyak
1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan HARIYANTO dan ANDI RIZKY
MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbuka di bagian dada kiri

dan meninggal dunia di Rumah Sakit, sesuai dengan hasil “Visum et
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Dada:

atas nama HARIYANTO, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO

YUNIANTO, Sp.F, M.Kes,dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat sebuah kassa warna putih di dada kiri dengan dilekatkan dua
buah plester sejajar menyilang kekanan warna coklat, setelah kassa dibuka
tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama terletak
dua koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh dan tiga
sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting susu.
Ujung kedua terletak lima sentimeter dari sebelah kiri garis tengah tubuh
dan satu sentimeter di atas garis mendatar putting susu, luka berbentuk
celah, dengan wukuran sebelum dirapatkan empat koma lima
sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, luka setelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang luka lima sentimeter. Tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan

karena luka menembus rongga dada, disckitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan ;

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada kiri

yang dapat berakibat kematian. Dan hasil “Visum et Repertum” Nomor

VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas nama ANDI RIZKY

MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNIANTO,Sp.F,
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Terdapat sebuah kassa warna putih ukuran enam kali lima sentimeter
di dada kiri dengan dua buah plester- saling menyilang warna coklat,
setelah kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan
ujung.pertama terletak lima sentimeter sebelah kil garis tengah tubuh
dan lima koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua
puting susu. Ujung kedua terletak tujuh koma lima sentimeter sebelah
kiri garis tengah tubuh, dan enam koma lima sentimeter di atas garis
mendatar melewati kedua puting susu, luka berbentuk celah, dengan
ukuran sebelum dirapatkan panjang dua sentimeter, lebar satu
sentimeter, setelah dirapatkan membentuk garis lurus dengan panj'ang dua
koma tiga sentimeter, tepi luka rata, salah satu sudut luka tajam, sudut
satunya tumpul, tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka
belum dapat ditentukan karena luka menembus rongga dada, disekitar
luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada

kin yang dapat berakibat kematian.Perbuatan terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR

merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

340 KUHP.

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR, pada hari Kamis tanggal 11

Oktober 2012 sekitar pukul 17.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam
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Jalan Daeng Ngeppe Nomor 14 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan

sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa berada di Rumah Sakit Haji Makassar untuk
menjenguk temannya yang di rawat di Rumah Sakit tersebut, terjadi
keributan antara Mahasiswa Fakultas Teknik dengan Mahasiswa Fakultas
Seni dan Desain UNM, selanjutnya terdakwa yang melihat keributan
tersebut langsung mencabut 1 (satu) bilah badik dari dalam tas
ranselnya, selanjutnya terdakwa mengejar sakst ASKAR dan menusuk
atau menikam bagian pinggang saksi ASKAR sebanyak 1 (satu) kali
dan bagian pundak sebanyak 2 ( dua) kali, setelah itu terdakwa mengejar
saksi RUSTAM dan menusuk atau menikam bagian tubuh sakin
RUSTAM sebanyak 1 (satu) kali tetapi ditangkis oleh saksi RUSTAM,
selanjutnya terdakwa mengejar HARIANTO dan menusuk atau menikam
bagian dada sebelah kiri HARIANTO sebanyak 1 (satu) kali dan terakhir
terdakwa mengejar ANDI RIZKY MUNANDAR dan menusuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri ANDI RIZKY MUNANDAR
sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah menusuk atau
menikam bagian dada sebelah kiri HARIYANTO dan ANDI RIZKY

MUNANDAR dengan menggunakansebilah badik masing-masing
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Dada:

RIZKY MUNANDAR masing-masing mengalami luka terbuka di bagian
dada kiri dan meninggal dunia setelah beberapa saat dirawat di Rumah
Sakit, sesuai dengan hasil “Visum et Repertum” Nomor : VER/06/X/2012/
Rumkit tanggal11 Oktober 2012 atas nama HARTYANTO, yang dibuat dan
ditandatangani oleh dr. EKO YUNIANTO, Sp.F, M.Kes, dengan hasil

pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat sebuah kassa wama putih di dada kiri dengan dilekatkan dua

buah plester sejajar menyilang ke kanan warna coklat, setelah kassa

dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung pertama

terletak dua koma lima sentimeter sebelah kiri dari garis tengah tubuh
dan tiga sentimeter di atas garis mendatar yang melewati kedua puting
susu. Ujung kedua terletak lima sentimeter dari sebelah kiri garis tengah
tubuh dan satu sentimeter di atas garis mendatar putting susu, luka
berbentuk celah, dengan ukuran sebelum dirapatkan empat koma lima
sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, luka setelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang luka lima sentimeter. Tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan

karcna luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada
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VER/07/X/2012/Rumkit tanggal 11 Oktober 2012 atas nama ANDI RIZKY

MUNANDAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EKO YUNIANTO, Sp.F,

M.Kes, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Dada :

Terdapat sebuah kassa wama putih ukuran enam kali lima sentimeter
di dada kiri dengan dua buah plester saling menyilang warmna coklat, setelah
kassa dibuka tampak sebuah luka terbuka di dada kiri dengan ujung
pertama terletak lima sentimeter sebelah kiri garis tengah tubuh dan
lima koma lima sentimeter di atas garis mendatar melewati kedua puting
susu. Ujung kedua terletak tujuh koma lima sentimeter sebelah kiri
garis tengah tubuh, dan enam koma lima sentimeter di atas garis mendatar
melewati kedua puting susu, luka berbentuk celah; dengan ukuran sebelum
dirapatkan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, setelah dirapatkan
membentuk garis lurus dengan panjang dua koma tiga sentimeter, tepi luka
rata, salah satu sudut luka tajam, sudut satunya tumpul, tebing luka
rata, tidak ada jembatan jaringan, dasar luka belum dapat ditentukan karena

luka menembus rongga dada, disekitar luka tidak ada memar.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan kekerasan tajam berupa luka tusuk di dada

kiri yang dapat berakibat kematian.Perbuatan terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR

merupakan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

338 KUHP.



berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan perbuatan pidana "Pembunuhan dan Penganiayaan yang direncanakan
terlebih dahulu “.\Oleh karenanya, Térdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap
Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan :

» Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan dua orang mahasiswa
meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalami luka-luka ;
» Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Hal-hal yang meringankan :

» Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal - hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis memohon rahmat kepadaTuhan yang
Maha Kuasa, bahwa Majelis selaku manusia biasa yang tidak luput dari kekilafan
dan kesalahan memohon perkenanNya dalam menjatuhkan pidana kepada
Terdakwa, Majelis sctelah mempertimbangkan takaran pidana, baik yang
memberatkan maupun yang meringankan, majelis berpendapat bahwa pidana yang
tercantum dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dan setimpal dengan
perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwatidak melarikan diri dan atau melakukan
perbuatan pidana lagi, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditetapkan dalam amar putusan
ini;
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harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 340, 353 ayat (1)
KUHP, Pasal 33 KUHP, Pasal 122, 193, 197 dan 222 KUHAP, serta ketentuan
hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI
* Menyatakan Terdakwa MUH. ARLAN BAHTIAR terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Pembunuhan dan

Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu

* Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara seumur hidup;
* Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
* Memerintahkan agar barang bukti berupa:
* 1 ( satu ) bilah badik bergagang kayu diikat cincin kuningan dengan
panjang sekitar + 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
* 1 ( satu) buah tas ransel warna coklat merk NAVAL;
* 1 ( satu ) lembar baju kemeja kotak-kotak merk Gabrielle size XL;
Dimusnahkan;
» 1 ('satu) buah Flash Disk berisi rekaman CCTV;,
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000, - (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :
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Ketua Majelis,dengan PUDJO HUNGGUL H, SH, MH dan JANVERSON
SINAGA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam persidangan yal;g terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh
Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu
oleh ALID BURHAN,SH, Panitera Pengganti,dihadapan A. SUMARDI, SH.MH,
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta para Penasihat Hukumnya;
b). Contoh Kasus 2
PUTUSAN NO. 2062/Pid.B/ 2011 / PN. Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan négeri Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada
tingkat pertama, dengan cara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara terdakwa;
Nama lengkap : SAFADA TM BIN THAMRIN
Tempat lahir : Bone

Umur / tanggal lahir : 22 tahun/ 7 februari 1990

Jenis kelamin - laki-laki
Kebangsaan : Indonesiaa
Tempat tinggal : JL. Datuk Patimang No. 01 Makassar dan J1 Sungai Musi
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Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) di Makassar,
sejak 12 Oktober 2012 hingga saat ini.

Terdakwa menghadap persidangan dengan didampingi oleh penasehat
Hukumnya, Yakni NURSITAWATI, SH dan AMIRUDDIN LANNURUNG,
SH,MH. Advokat/penasihat hokum pada kantor hokum”SRIKANDI
KEADILAN?” dan associates yang berkedudukan/beralamat di J1.Kesatuan No 2
Telp. (0411) 5768587 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14
Januari 2013;

Pengadilan negeri tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti Barang Bukti yang ditunjukkan
dipersidangan,

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Maret
2013, yang pada pokoknya penuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai
berikut:

Menyatakan terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN telah terbuti secara
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1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN
dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun; dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

2.  Memerintahkan barang bukti berupa:

a) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru dikembalikan kepada
terdakwa; dan

b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam

c¢) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-abu merk RAY;

d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitam ; dan

e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh penasihat
Hukum Terdakwa maupun oleh terdakwa sendiri, masing-masing tanggal 25
maret 2013, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yang pada pokoknya
memoon agar majelis Hakim menjatuhkan putusan menyatakan bahwa Dakwaan
Penuntut Umum tidak terbukti, olehniza itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan
Penuntut Umum tersebut, jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya dan seringan-ringannya, karena kejadian tersebut bukan semata-

mata atas perbuatan terdakwa sendiri, melainkan juga dipicu oleh perbuatan
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pemukulan sebanyak dua kali yang mengena pada bagian wajah terdakwa,

sehinngga terdakwa melakukan penikaman tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas

penjatuhan pidana atas diri Terdakwa : »

Hal-hal Yang Memberatkan :

a) Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulka rasa duka yang
mendalam, baik terdahap pihakkeluarga maupun terhadap rekan-rekan
mahasiswa dari korban.

b) Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak menunjtikkan adanya
kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsung meninggalkan
tempat kejadian dan menuju kedaerah Nunukan di Kalimantan Timur.

Hal-hal yang meringankan:

a) Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan menyesal atas
perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang
dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukumann yang

dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sesuai

dengan rasa keadilan ;
Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 KUHP, Pasal 388 KUHP dan

segala pasal-pasal yang berhubungan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor
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MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN telah terbukti secara
sah dan menyakinkan besalah melakukan tindak pidana “ Pembunuhan”
2. Menjatuhkan pidana terhaadap terdakwa SAFADA TM BIN THAMRIN
dengan pidana penjara 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkaﬁ masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan
dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
a) 1 (satu) lembar celana pailjang jeans warna biru dikembalikan kepada
terdakwa; dan
b) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna hitam
c) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam abu-abu merk RAY;
d) 1 (satu) lembar celana pendek ketat warna hitam ; dan
e) 1 (satu) lembar celana dalam warna biru
f) Masing-masing dikembalikan kepada keluarga korban MUH. IBRAHIM
Alias IBE;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
2000,- (dua ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada harn
Kamis, Tanggal 11 April 2013, oleh H. MAKMUR, SH. MH. Selaku Hakim

Ketua, BONTOR AROEAN SH. MH. Dan MARINGAN MARPAUNG, SH.
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oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim anggota tersebut, dibantu oleh
A. HAJERAWATI, SH Panitera penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
tersebut, dihadiri oleh A. SUMARDI, SH. MH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri pula oleh terdakwa dan Penasihat
Hukum terdakwa.

Pembicaraan terhadap sub judul ini dimaksud untuk mengetahui apa yang
menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya, khusus putusan
yang mengandung pemidanaan. Sebagai asumsi awal dapat dikemukakan bahwa
hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan
pértimbangan yang bersifat yuridis dibanding pertimbangan non yuridis. Untuk
mengetahui apa dan bagaimana sesungguhnya pertimbangan hakim, tulisan ini
mencoba menggunakan salah satu putusan pengadilan negeri yang tersebar di
dalam wilayah hukum daerah kota Makassar, dan ternyata setelah melakukan
telaah kepada salah satu putusan pengadilan negeri tersebut membuktikan
kebenaran asumst diatas.

a. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan.

Setiap putusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Makassar tidak luput
dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, tidak saja karena menjadi syarat
suatu putusan sebagaimana ketentuan Undang-undang tapi juga untuk
memberikan dasar keyakinan dan alasan mengikat kemantapan di dalam
menjatuhkan putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang di atas bahwa pertimbangan
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kedalam dua bagian, bagian pertama adalah pertimbangan yang bersifat yuridis
dan pertimbangan yang bersifat non yuridis, masing-masing akan dibahas sebagai
berikut :

a) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang didasarkan aturan-aturan formal
sebagaimana telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dak disebut
sebagai pertimbangan yuridis. Demikian pula pertimbangan yang didasarkan
fakta-fakta yang mana fakta tersebut tergolong atau dikualifikasi sebagai fakta
yuridis maka pertimbangan hakim tersebut dapat juga dinamakan pertimbangan
yuridis. |

b) Pertimbangan non-yuridis

Selain pertimbangan yuridis, terlihat pula dalam putusan Pengadilan
Negeri di atas adalah ‘peltimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan
yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik
melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-
masalah sosial dan struktur masyarakat.

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan diatas, bahwa didalam
praktek, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan yang
menimbulkan korban matinya seseorang, lebih banyak menggunakan
pertimbangan-pertimbangan yuridis. Karena hal tersebut didasarkan pada
ketentuan perundang-undangan yang membuktikan bahwa perbuatan terdakwa

merupakan suatu tindak pidana dan menimbulkan kerugian bagi orang lain serta
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B. Penerapan Hukum Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Kekerasan (Tawuran).
1. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Pelaku Tawuran.

Perencanaan perkelahian kelompok yang menyebabkan orang lain (pihak
lawan) menderita luka parah dapat dikenakan dengan pasal-pasal mengenai
penganiayaan misalnya Pasal 353 dan Pasal 355 KUHP yang berbunyi:

Pasal 353 KUHP:

(1) Penganiayaan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya empat tahun;

(2) Jika perbuatan itu berakibat luka berat, maka yang bersalah dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun; _

(3) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana
dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun,

Pasal 355 KUHP:

(4) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan
pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun;

(5) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang maka yang bersalah dipidana
dengan penjara selama-lamamya lima belas tahun.

Pasal lain di dalam KUHP yang dikenakan bagi pelaku perkelahian
kelompok, dimana adanya orang yang meninggal dunia dart perkelahian
kelompok tersebut adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dulu
menghilangkan nyawa orang, karena bersalah melakukan pembunuhan
berencana, dipidana dengan pidana penjara mati atau seumur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Upaya untuk membuktikan apakah pelaku-pelaku dari pada perkelahian

kelompok itu dapat dikenakan Pasal 353, Pasal 355 dan Pasal 340 KUHP

bukanlah hal yang mudah, sehingga memerlukan proses penyidikan dan peradilan.

Perkelahian kelompok dapat pula dikenakan Pasal 170 KUHP yang




(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan
terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun
enam bulan.

(2) Tersalah dihukum

1 dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja
merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu
menyebabkan sesuatu luka;

2 dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu
menyebabkan luka berat pada tubuh;

3 dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu
menyebabkan matinya orang;

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

Selain Pasal 170 KUHP, maka pelaku perkelahian kelompok dapat pula

dikenakan Pasal 358 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian
yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain daripada tanggungannya
masing-masing bagt perbuatan yang khusus, dihukum:

a) Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau
perkelahian itu hanya menjadikan ada orang mendapat luka berat saja.

b) penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian
itu menjadikan ada orang mati”.

Perkelahian kelompok menurut Pasal 170 KUHP dan Pasal 358 KUHP
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terdapatnya unsur penting dalam perke]ahian.kclompok sehingga digolongkan
sebagai tindak pidana.

Salah satu gejala yang banyak timbul atau yang biasa terjadi dalam
masyarakat, yaitu wujud dari salah satu kenakalan remaja adalah adanya
perkelahian antar pemuda yang saling bermusuhan, adanya perkelahian antar
pelaku yang menggunakan kekerasan, saling serbu menyerbu suatu kelompok
pemuda lain, lempar melempar, pukul-memukul. Saling menghadang di
persimpangan, membuat masyarakat menjadi ketakutan dan merasa terganggu
lingkungannya. Bahkan perbuatan perkelahian kelompok dapat menimbulkan
cacat tubuh dan kematian orang lain, sehingga hal demikian bukan lagi kenakalan
tetapi suatu kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas maka nyatalah bahwa perkelahian kelompok
pemuda dapat terlahir dari tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus kepada
tingkat membahayakan orang tua, orang lain, bahkan masyarakat demikian pula
negara sekalipun.

5. Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Pelaku Tawuran

Di dalam KUHP tindak pidana kejahatan diatur dalam Buku II Bab XIX.
Tindak pidana ini termasuk delik materil (materiale delict), artinya untuk
kesempummnaan tindak pidana ini cukup dengan dilakukannya perbuatan, akan
tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.!"?

Timbulnya akibat yang berupa hilangnya nyawa orang atau matinya orang

dalam tindak pidana merupakan syarat mutlak. Sebab apabila akibat berupa

Nz a1, Sudradjat Bassar, 1986, “Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana " Remaja Karya, Bandung, hlm 121-122.
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hilangnya nyawa orang itu belum terjadi, maka belum dapat dikatakan telah
terjadi tindak pidana pefhbunuhan. Apabila akibat hilangnya nyawa belum terjadi,
maka yang terjadi barulah percobaan pembunuhan :
Secara umum, tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat
dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu:
1) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Tindak
pidana ini meliputi beberapa tindak pidana pembunuhan, yaitu:
a. Tindak pidana pembunuhan pada umumnya yang meliputi tindak
pidana yang diatur dalam Pasal 338, 340, 344, dan 345 KUHP.
b. Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi pada saat dilahirkan atau
tidak lama setelah dilahirkan, yang diatur dalam Pasal 341, 342, dan
343 KUHP.
2) Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan,
yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.
Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas disimpulkan, bahwa tindak
pidana pembunuhan dapat terjadi baik karena unsur “kesengajaan” maupun
unsur “ketidakséngajaan”.
a) Tindak Pidana Pembunuhan Biasa
Tindak pidana pembunuhan biasa sering juga disebut dengan istilah tindak
pidana pembunuhan dalam bentuk pokok. Secara populer jenis tindak pidana

pembunuhan ini disebut doodslag. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338



diancam, karena pembunuhan, dengan pidana. penjara paling lama lima belas -
tahun.

Apabila rumusan Pasal 338 KUHP diatas diperinci, maka unsur-unsur
tindak pidana pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP terdiri dari:

- Unsur objektif: menghilangkan nyawa orang lain
- Unsur subjektif: dengan sengaja

Perlu dikemukakan, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain

sebagaimana dimaksud dalam pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 syarat

yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan.

2. Adanya akibat berupa kematian (orang lain).

3. Adanya hubungan sebab akibat (clausal verband) antara perbuatan

dengan akibat yang berupa kematian.

Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud
perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan menghilangkan
nyawa orang lain itu haruslah merupakan perbuatan yang positif atau aktif
walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus
diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat
pasif.'

Timbulnya disparitas pidana dalam memeriksa dan mengadili perkara
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tawuran sulit dihindarkan, selanjutnya

dijelaskan bahwa timbulnya disparitas pidana disebabkan karena :
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1) Ketentuan Undang-undang.
2) Subjektifitas Hakim,
3) Tidak ada patokan yang baku (standar) dalam penjatuhan pidana.
Disparitas pidana yang terjadi dalam putusan hakim terhadap perkara
dengan terdakwa pelaku tawuran seringkali terjadi dikarenakan, karena faktor
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hal-hal yang memberatkan dan
meringankan selalu berbeda-beda di setiap kasus, sehingga menghasilkan putusan
yang berbeda-beda pula. seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa yang
dimaksud disparitas ada dua pengertian yaitu :
a) Pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang'sama.
b) pengenaan hukuman yang berbeda terhadap kasus yang dapat
dipersamakan tingkat bahayanya.
hakim dalam menjatuhkan putusan kasus perkelahian massal yang
menimbulkan matinya seseorang diatas dimungkinkan berbeda dikarenakan ada
pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan penerapan hukum diatas, yang
menjadi pertimbangan hakim adalah terdakwa yang merupakan seorang

mahasiswa, selalu berperilaku baik di dalam masa tahanan, belum perna dihukum

cahaliimnyue dan menvecali atoc norhnatannym



ANALISIS

Dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai
putusannya akan dilihat pada dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi
pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adah pertimbangan vang bersifat
non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.
Pada tulisan ini, hal-hal yang di maksudkan tersebut di antaranya adalah dakwaan
jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-
pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya. pertimbangan yang
bersifat non yuridis adalah latar belakang diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi
terdakwa dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Bapak Makmur dan JJ.H
Simanjuntak selaku hakim/narasumber di Pengadilan Negert Makassar pada
tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa,
hakim menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku kekerasan
massal/perkelahuan massal (Tawuran) yang dilakuan oleh mahasiswa yang
bersangkutan, maka hakim melihat faktor apa saja yang dapat meringankan atau
memberatkan pelaku tindak pidana, yaitu antara lain :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis

akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas
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a) Contoh Kasus 1
Hal-hal yang memberatkan : -
* Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan dua orang mahasiswa
meninggal dunia dan seorang mahasiswa mengalami luka-luka ;
* Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
Hal-hal yang meringankan :

» Tidak ada, karena tidak sebanding dengan hal - hal yang memberatkan;
b) Contoh Kasus 2
Hal-hal Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulka rasa duka yang
mendalam, baik terdahap pihakkeluarga maupun terhadap rekan-rekan
mahasiswa dari korban.

- Setelah melakukan penikaman, terdakwa tidak menunjukkan adanya
kepedulian terhadap korban, justru terdakwa langsung meninggalkan
tempat kejadian dan menuju kedaerah Nunukan di Kalimantan Timur ;

Hal-hal yang meringankan:

-~  Terdakwa belum pernah dihukum, sopan di persidangan dan menyesal atas
perbuatannya.

Menimbang bahwa Dberdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang

dipertimbangkan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis hukumann yang
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Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 351
KUHP, Pasal 358 KUHP, Pasal 388 KUHP dan dapat juga dikenakan Pasal 55
KUHP apabila terjadinya turut serta/terlibatnya seseorang secara bersama-sama
dalam suatu tindak pidana, dan segala pasal-pasal yang berhubungan yang
terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara
Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan:

Kebebasan hakim bukan berarti bahwa hakim dapat berbuat sesuka
hatinya, namun hakim harus mempertanggung jawabkan keputusan seperti
ketentuan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman,
dimana hakim harus berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan.

Sebagal asumsi awal dapat dikemukakan bahwa hakim dalam menjatuhkan

mihiean rendarmine lehih hanvalr menoonnalran nertimhancan vrana harcifat virmidic



